
BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR Y: TAHUN 2018 

TENTANG 

r 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA 

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

bahwa untuk melaksanakc..n ketentuan Pasal 41 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Funf~si Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Barito Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darure.._t Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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6 . Undang-Undang Nom01· 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 'IJ'omor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomm· 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones1a Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomcr 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan :,roduk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Perr-;_bentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bar ito Selatan (Lembaran Daerah 
kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah KabupHten Barito Selatan Nomor 2); 

11. Peraturan Bupati Baritc Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Mene .'lgah Kabupaten Barito Selatan 
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 
Nomor 36). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINt.S PERDAGANGAN, KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN ME NENGAH KABUPATEN BARITO 
SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito .:3elatan. 

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 
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3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pet dagangan, Koperasi, Usaha Kecil 
clan Menengah Kabupaten Barito Selatan . 

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT 
di lingkungan Dinas Perdagangan, Kopecrasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Barito Selatan. 

5. Kepala UPT adalah Kepa1a UPT di lingkungan Dinas Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kahupaten Barito Selatan . 

6. UPT Metrologi Legal Kabupaten Barito Selatan adalah Metrologi Legal 
dikelola oleh Dinas Perdagangan, Kope ~asi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Barito Selatan . 

7. UPT Pasar Beringin adalah Pasar Beringiu dikelola oleh Dinas Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kal:.iupaten Barito Selatan. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil 
Negara pada Kabupaten Barito Selatan. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang 
un tuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prof esinya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1 ) Dengan Peraturan Bupati ini dibentLLk Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito 
Selatan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. UPT Pasar Beringin Buntok; dan 

b. UPT Metrologi Legal. 

BABlII 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPT Pasar Beringin Buntok merupaka n Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito 
Selatan. 

(2) UfYI' Pasar Beringin Buntok dipimpin oleb Kepala UPT berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinaf. Perdagangan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Sdatan. 
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Pasal4 

(1) UPT Metrologi Legal merupakan Unit Pe'.aksana Teknis Dinas Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan; 

(2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Ke pala UPT berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan. 

Bagian Ked ..1a 

Tugas dan Fu:,igsi 

Pasal 5 

(l) UPT Pasar Beringin mempunyai 
operasional dan/ a tau kegiatan 
Perdagangan Koperasi dan U saha 
Selatan. 

tugas melaksanakan kegiatan teknis 
tek,is penunjang tertentu Dinas 

Keci dan Menengah Kabupaten Barito 

(2) UPT Pasar Beringin dalam melaksanakan tugas teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang ter:entu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan pelayanan sistem kontrak, sewa toko / lapak; 

b . pengembangan model atau sebagian pengembangan model kontrak, 
sewa toko / Japak; 

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada 
hubungannya dengan bidang tugas; 

d. penyelenggaraan kepegawaian clan SDM, ketatausahaan, keuangan dan 
urusan rumah tangga UPT Pasar Beringin; dan 

e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 6 

( 1) UPT Metrologi Legal mempunyai 
operasional dan / atau kegiatan 
Perdagangan Koperasi dan Usaha 
Selatan. 

tuga:., melaksanakan kegiatan teknis 
teknis penunjang tertentu Dinas 

Kecil dan Menengah Kabupaten Barito 

(2) UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tert~ntu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya; 

b. pemeliharaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

c. pengernbangan model atau sebagiara pengembangan model tera / tera 
ulang alat-alat ukur, takar, timbang d an perlengkapannya; 

d. penyelenggaraan koordinasi dan kerj a sama dengan unit terkait yang ada 
hubungannya dengan bidang tugas; 

e. penyelenggaraan Kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan 
urusan rumah tangga UPT Metrologi Legal; dan 

f. penyusunan dan penyampaian 1aporan secara periodik. 
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BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

( 1) Susunan Organisasi UPT Pasar Beringin Yerdiri dari : 

a. Kepala UPT; 

b . Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar Beringin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum i=,ada Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati m1. 

Pasa1 8 

( 1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari : 

a. Kepala UPT; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrobgi Legal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum pa.da Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

PENJABARAN TOGAS DAN FUNGSI JABATAN 
PADA OPT 

Bagian Kes~1-tu 

OPT Pasar Beringin 

Pasal 9 

(1) Kepala UPT Pasar Beringin mempunya t tugas melakukan perencanaan, 
pembinaan dan bimbingan, koordinas:, pengendalian dan pelaksanaan 
Togas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Pasar Beringin menyelenggar'lkan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit 
Pelaksana Teknis Pasar Beringin sesuai kewenangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayana:n Pasar Beringin dan 
retribusi; 

c . menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model 
Pasar Beringin; 
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d . melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum 
dan kepegawaian, peiiatausahaan keuangan, sarana prasarana; 

e . membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pasar 
Beringin; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pasar Beringin; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Fasar Beringin; dan 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga s melakukan urusan administrasi 
umum dan kepegawaian, keuangan, sa1 ,'3.na clan prasarana sesuai dengan 
pedoman dan aturan yang berlaku. 

{2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan rencan 3. kegiatan UPT Pasar Beringin; 

b . melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan 
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan 
lingkungan UPT; 

c . melaksanakan bimbingan dan membc.gi tugas; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan 
keuangan untuk mendukung kegiatan Pasar Beringin; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangcm . 

Bagian Ked ,.1a 

UPT Metrologi Legal 

Pasal 11 

( 1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melakukan perencanaan, 
pembinaan dan bimbingan, koorctinas:, pengendalian dan pelaksanaan 
Togas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan m elaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit 
Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesv.ai kewenangan; 
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b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Metrologi Legal dan 
retribusi; 

c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model 
Metrologi Legal; 

d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum 
dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana; 

e. membagi tugas dan mengendalikar, pelaksanaan kegiatan Metrologi 
Legal; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Metrologi Legal; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal; dan 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi 
umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana sesuai dengan 
pedoman dan aluran yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Metrologi Legal; 

b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan 
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan 
lingkungan UPT; 

c . melaksanakan bimbingan dan memb2gi tugas; 
d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan 

keuangan untuk mendukung kegiatai l Metrologi Legal; 

e . melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas -dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undant:an. 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 13 

(1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas 
memberikan palayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan 
fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturc.n PerUndang-Undangan. 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 14 

(1) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala l"PT Metrologi Legal berkewajiban 
memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, 
Pelaksana dan pe_jabat fungsional pada w1it kerja. 

(2) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala CPT Metrologi Legal berkewajiban 
melaksanakan koordinasi, integrasi, sin~ronisasi dan simplifikasi pada unit 
kerja. 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 
da1am me1aksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada atasannya. 

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan t;implifikasi sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(5) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha bertanggung jaw1b memberikan bimbingan atau 
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan 
tugas menurut jenjang jabatan masing-m asing. 

BAB VII 

JABATAIV 

Pasal 15 

(I) Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UP'' Metrologi Legal adalah Jabatan 
Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pen,5awas; dan 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah J9.batan Struktural eselon IV.b atau 
~Jabatan Pengawas. 

BAB VIII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHI:NTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 16 

Kepala UPT Pasar Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan 
PerUndang-Undangan yang berlaku. 
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BAB IX 

PENDANAJ . ..N 

Pasal 17 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan l-PT Pasar Beringin, UfYf Metrologi 
Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 
Barito Selatan dibebankan pada Anggarar:, Pendapatan dan Belanja Dinas 
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil ,dan Menengah Kabupaten Barito 
Selatan dan dapat diberikan bantuan lain }-ang sah sesuai dengan Ketentua n 
Peraturan PerUndang-Undangan. 

BABX 

KETENTUAN PEF::ALIHAN 

Pasal 18 

(1) Peratuan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
diundangkan. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupc,.ti ini seluruh jabatan yang ada 
beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Koperasi 
dan UKM Kabupaten Barito Selatan tetLp melaksanakan tugasnya sampai 
d engan diangkatnya pejabat baru bcrdasarkan ketentuan Peraturan 
PerUndang-Undangan yang berlaku. 

BAB XI 

KETENTUAN LA::N-LAIN 

Pasal 19 

Jabatan Kepala UfYf Pasar Beringin, Kepah,,_ UfYf Metrologi Legal dan Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Pasar 
Beringin, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati dapa t menunjuk Pejabat 
atau pelaksana sebagai Plt. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan 
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisad dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian Ferdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Keci1 dan Menengah Kabupaten Barito Selatan (Serita Daerah 
Kabupa ten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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n~ ~~1 n ·1 
~ l,A. U !,.,U .t...; ·-'" 

Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tanggal diu ndanglmn. 

Agar setiap orang mengetahmnya, memenntahkan pengunciangan Pt:rai.t.1n,u1 

B J.pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Barito 
(-, -·· ·1 ,.., ,4...,.... .. ~. 
-.. ... v .11..,1.t.c.,-\.l. ... , 

Diundangkan di Buptok 
Pada tanggal // 

; . 
2018 

SEKRET.AIDS D.AER.1-H·l 
~vP..;.TI;i~/~ARiTO S~L:.:r .lir:J, 

EDJr KRISTIANTO 

BERITA DAEl<AH i<ABUPA'fEN BAi<ITO 8~LATAN TAHUN 2018 NOMOR 
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LAMPIRAN 
PE!V-\TURa.N BlIPATI BARITO SEU.TAN 
NOMOR ·,,- TAHUN 2018 
TENTANG 
KEDUDUKAN S'JSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
M:ENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PASAR. BERUJGIM 

KEPALA 

-

SUB Bl\GIAN TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR ,. ,. TAHUN 2018 
TENTANG 
KEDUDUKAJ\J S 1JSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERT A TATA KERJA D!NAS 
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAI-I KABUPATEN BARITO SELATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSAifA TEKNIS 

METROLOGILEGAL 

KEPALA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SUB BAGIAN TATA USAHA 


